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SALINAN
NOMOR 33, 2017

PERATURAN WALIKOTA MALANG

NOMOR 33 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR 14

TAHUN 2014 TENTANG SISTEM DAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengatasi permasalahan dalam

pencatatan akuntansi terhadap kejadian ekonomi atau

transaksi keuangan yang belum diatur standarnya dalam

kebijakan akuntansi, perlu dilakukan penyempurnaan

terhadap Peraturan Walikota Malang Nomor 14 Tahun 2014

tentang Sistem dan Kebijakan Akuntansi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota

tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Malang Nomor

14 Tahun 2014 tentang Sistem dan Kebijakan Akuntansi;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia

Tahun 1945 ;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan

Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah

Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
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Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4578);



3

9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21

Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013

tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;

12. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2008

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah

Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang

Nomor 62) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah

Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2015 Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR 14 TAHUN 2014

TENTANG SISTEM DAN KEBIJAKAN AKUNTANSI.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 14

Tahun 2014 tentang Sistem dan Kebijakan Akuntansi

(Berita Daerah Kota Malang Tahun 2014 Nomor 2014)

diubah sebagai berikut:

1. Pasal 1 ditambahkan 3 (tiga) angka yaitu angka 30,

angka 31, dan angka 32 sehingga berbunyi sebagai

berikut:
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Pasal 1

1. Daerah adalah Kota Malang.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota

Malang.

3. Walikota adalah Walikota Malang.

4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban

daerah dalam rangka penyelenggaraan

pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan

uang termasuk di dalamnya segala bentuk

kekayaan yang berhubungan dengan hak dan

kewajiban daerah.

5. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan

kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan,

penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban

dan pengawasan keuangan daerah.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang

selanjutnya disingkat APBD adalah rencana

keuangan tahunan pemerintah daerah yang

dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah

daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan

peraturan daerah.

7. Akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran,

pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan

kejadian keuangan, pengintepretasian atas

hasilnya, serta penyajian laporan.

8. Kerangka konseptual akuntansi pemerintahan

adalah prinsip-prinsip yang mendasari penyusunan

dan pengembangan Standar Akuntansi

Pemerintahan bagi Komite Standar Akuntansi

Pemerintahan dan merupakan rujukan penting bagi

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, penyusun

laporan keuangan, dan pemeriksa dalam mencari

pemecahan atas sesuatu masalah yang belum

diatur secara jelas dalam Pernyataan Standar

Akuntansi Pemerintahan.
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9. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya

disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi

yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan

laporan keuangan pemerintah.

10.Basis Akrual adalah basis akuntansi yang

mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya

pada saat peristiwa itu terjadi, tanpa

memperhatikan saat kas atau setara kas diterima

atau dibayar.

11.SAP Berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui

pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam

pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui

pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam

pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis

yang ditetapkan dalam APBD.

12.Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang

selanjutnya disingkat SAPD adalah rangkaian

sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan

dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi

akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan

pelaporan keuangan di lingkungan organisasi

pemerintah daerah.

13.Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah

prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi,

aturan-aturan, dan praktek-praktek spesifik yang

dipilih pemerintah daerah sebagai pedoman dalam

menyusun dan menyajikan laporan keuangan

pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan

pengguna laporan dalam rangka meningkatkan

keterbandingan laporan keuangan terhadap

anggaran, antar periode maupun antar entitas.

14.Pengakuan adalah proses penetapan terpenuhinya

kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa

dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi

bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban,
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ekuitas, pendapatan-Laporan Realisasi Anggaran,

belanja, pembiayaan, pendapatan-Laporan

Operasional dan beban, sebagaimana akan termuat

pada laporan keuangan entitas pelaporan keuangan

yang bersangkutan.

15.Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang

untuk mengakui dan memasukkan setiap pos

dalam laporan keuangan.

16.Pengungkapan adalah laporan keuangan yang

menyajikan secara lengkap informasi yang

dibutuhkan oleh pengguna.

17.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya

disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada

pemerintah daerah selaku pengguna

anggaran/pengguna barang.

18.Unit Kerja adalah bagian dari SKPD yang

melaksanakan satu atau beberapa program.

19.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang

selanjutnya disingkat PPKD adalah Pejabat yang

mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD

dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

20.Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang

selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat

yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan

pada SKPD.

21.Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional

yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan,

menyetorkan, menatausahakan dan

mempertanggungjawabkan uang pendapatan

daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada

SKPD.

22.Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional

yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan,

membayarkan, menatausahakan dan

mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan
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belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD

pada SKPD.

23.Entitas Akuntansi adalah SKPD, Unit Kerja, dan

PPKD yang diberi wewenang sebagai Pengguna

Anggaran/Pengguna Barang yang oleh karenanya

wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun

laporan keuangan untuk dikonsolidasikan pada

entitas pelaporan.

24.Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang

terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang

menurut ketentuan peraturan perundang-

undangan wajib menyampaikan laporan

pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

25.Laporan Keuangan adalah laporan yang terstruktur

mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi

yang dilakukan oleh entitas akuntansi dan entitas

pelaporan.

26.Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu

laporan keuangan yang merupakan gabungan

keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi

sehingga tersaji sebagai satu entitas pelaporan

tunggal.

27.Koreksi adalah tindakan pembetulan secara

akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam

laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan

yang seharusnya.

28.Penyesuaian adalah transaksi penyesuaian pada

akhir periode untuk mengakui pos-pos seperti

persediaan, piutang, utang dan yang lain yang

berkaitan dengan adanya perbedaan waktu

pencatatan dan yang belum dicatat pada transaksi

berjalan atau pada periode berjalan.

29.Kode Akun adalah daftar atau tempat yang

dipergunakan untuk mencatat dan menggolongkan

tiap-tiap transaksi yang mengakibatkan perubahan-
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perubahan pada aset, utang, ekuitas, pendapatan-

Laporan Realisasi Anggaran, belanja, transfer,

pembiayaan, pendapatan-Laporan Operasional,

dan beban.

30.Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya

disingkat RKUD adalah rekening yang dibuka oleh

BUD untuk menyimpan seluruh penerimaan daerah

dan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

31.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya

disebut SKPD/Unit Kerja BLUD adalah Satuan

Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Kerja di

lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk

untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat

berupa penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa

mengutamakan mencari keuntungan dan dalam

melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip

efisiensi dan produktivitas.

32.Renovasi adalah adalah perbaikan aset tetap yang

rusak atau mengganti yang baik dengan maksud

meningkatkan kualitas atau kapasitas.

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 3 diubah dan ditambahkan 1

(satu) ayat yaitu ayat (4) sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 3

(1) SAPD terdiri dari sistem akuntansi di SKPD, Unit

Kerja, PPKD, dan SKPD/Unit Kerja BLUD.

(2) Sistem akuntansi di SKPD dan Unit Kerja

mencakup teknik pencatatan, pengakuan dan

pengungkapan atas pendapatan-Laporan

Operasional, beban, pendapatan-Laporan Realisasi

Anggaran, belanja, aset, kewajiban, ekuitas,

penyesuaian dan koreksi serta penyusunan

laporan keuangan SKPD.
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(3) Sistem akuntansi di PPKD mencakup teknik

pencatatan, pengakuan dan pengungkapan atas

pendapatan-Laporan Operasional, beban,

pendapatan- Laporan Realisasi Anggaran, belanja,

transfer, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas,

penyesuaian dan koreksi, penyusunan laporan

keuangan PPKD serta penyusunan laporan

keuangan konsolidasian pemerintah daerah.

(4) Sistem akuntansi di SKPD/Unit Kerja BLUD

mencakup teknik pencatatan, pengakuan dan

pengungkapan atas pendapatan-Laporan

Operasional, beban, pendapatan-Laporan Realisasi

Anggaran, belanja, aset, kewajiban, ekuitas,

penyesuaian dan koreksi serta penyusunan

laporan keuangan SKPD/Unit Kerja BLUD.

3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 7

Kebijakan akuntansi terdiri dari:

a. kerangka konseptual akuntansi Pemerintah

Daerah;

b. sistem akuntansi pemerintah daerah;

c. penyajian laporan keuangan;

d. akuntansi pendapatan;

e. akuntansi belanja dan beban;

f. akuntansi pembiayaan;

g. akuntansi aset;

h. akuntansi utang;

i. akuntansi konsolidasi;

j. koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi,

perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang

tidak dilanjutkan;
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k. akuntansi dan pelaporan penerimaan dan

pengeluaran daerah yang tidak melalui rekening

kas umum daerah; dan

l. akuntansi Badan Layanan Umum Daerah.

4. Ketentuan Lampiran I diubah sehingga berbunyi

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan

Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Walikota ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal

WALIKOTA MALANG,

ttd.

MOCH. ANTON

Diundangkan di Malang
Pada tanggal 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

WASTO

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2017 NOMOR 33

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TABRANI, S.H., M.Hum.
Pembina
19650302 199003 1 019
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